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Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dalam r"angka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe secara tertib, efektif, efesien,

transparan dan bertanggung jawab, guna menunjang

pelaksanaan pelayanan prima dalam penyelenq$araan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat, makd Bupati Kepulauan Sangihe selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat

melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan prinsip

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji

dan yang menerima atau mengeluarkan uang sesuai

ketentrran Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam humf a diatas perlu meneta.pkan dengan Peraturan

Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran

2014.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2oo2 tentang Pembentukan Kabupaten

Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a183); dan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulaual Siau TagUlandang Biaro di Provinsi

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor L7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a69ll1'
2. Undang...

b.



2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor4T,TarrrbahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan I'{egara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaoo);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor LO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa22l;

6.Undang-UndangNomorS2Tahun2ao4tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12

Tahun 2oo8 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang

Nomor gZ Ta].un 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

asaal;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor !26, Tambahan Lembaran Negar:a Republik Indonesia

Nomor 44381;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ot1, tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

10. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2OO4 tentang

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahrun 2OO2

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44L81;

11. Peraturan...



12.

13.

14.

15.

16.

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2OLL

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLl
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun 2OO9 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 11

Tahun 2Ol3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2Ol4
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2Ol3 Nomor 11);

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2OlO

tentang Sistem dan Frosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2Arc Nomor 23);
Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2Ol3
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2OI4
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2O13

Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN

KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOI,AAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah daerah
selaku pengguna a.nggaran / pengguna barang.

Menetapkan :

5. Unit...



5.

6.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu

atau beberapa program.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD,

adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan di
pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan ser[a melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penJrusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Lainnya sesuai

dengan kebutuhan.
Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dapat dinilai dengan Uang termasuk dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungErn dengan Hak dan Kewajiban
Daerah tersebut.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran /Penguna Barang, YanB
juga melaksanakan Pengelola Keuangan Daerah.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan
Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara
Umum Daerah.
Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewen€rngan

Pengunaan anggaran untuk trrgas pokok dan fungsi SKPD

yang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan
penggunaan barang milik Daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.
Kuasa Pengguna anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian hrgas dan fungsi
SKPD.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpana.n uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

L4.

15.

16.

17. Rekening...



b.

17. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2
Bupati Kepulauan Sangihe selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku
koordinator pengelola keuangan daerah;
Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat
pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pasal 3
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas
koordinasi dibidang :

a. Pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD

Kab. Kepl. Sangihe.
b. Pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang

daerah.
c. Pen5rusunan Rencana APBD Kab. Kepl. Sangihe dan

rancangan perubahan APBD Kab. Kepl. Sangihe.
d. Pen5rusunan Ranperda APBD Kab. Kepl. Sangihe, perubahan

APBD Kab. Kepl. Sangihe dan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD Kab. Kepl. Sangihe.

e. Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah.
f. Pen5rusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepl. Sangihe.
Selain T\.rgas Koordinasi sebogaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.
Kepl. Sangihe;

(1)

(2t

b. Menyiapkan...



(3)

b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD Kab' Kepl' Sangihe;

c.MenyiapkanPedomanPengelolaanBarangMilikDaerahKab.
Kepl. Sangihe;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yarlg dilimpahkan oleh

Bupati .

sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungiawab kepada

Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagran Kesatu

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4
Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :

a. Men5rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah;
b. Men5rusun rancangan APBD Kab' Kepl' Sangihe dan

rancangan perubahan APBD Kab' Kepl' Sangihe;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi Bend.ahara umum Daerah (BUD);

e. Men5rusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Kab. Kepl. sangihe;

f. Melaksanakan trrgas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh BuPati;
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam

melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

berwenang :

a. Men5rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Kab-

Kepl. Sangihe.
b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA SKPD;

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD Kab. Kepl.

Sangihe;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman

atas nama Pemerintah daerah;

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;
i. Menyajikan informasi keuangan daerah;

(1)

(21

j. Melaksanakan...



j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghaPusan barang milik daerah;

(3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pelaksanaan

tugasnya berkewajiban menyampaikan laporan

pertanggungiawabandanbertanggungjawabkepadaKepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD) menunjuk pejabat dilingkungan satuan

kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara

Umum Daerah.

Pasal 6
(1) BendaharaUmum Daerah mempunyai tugas :

a. Men5rusun kebdakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. MenyiaPkan anggaran kas;
Menyiapkan dan menetaPkan SPD;

Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

Menyimpan uang daerah;
Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi daerah;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman

atas nama pemerintah daerah;
Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;
m. Menyajikan informasi keuangan daerah;

n. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah;

(2) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas sebagai

berikut:
a Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang

ditunjuk;
c Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

ob'

h.
i.
j.

d. Melakukan...



f
ob

Melakukanpembayaranberdasarkanpermintaanpejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

daerah;
Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

Melakukan penagihan piutang daerah;

Pasal 7
Krrasa Bendahara Umum Daerah bertanggungiawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara umum Daerah (BUD)'

Bagian Ketiga

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selalm pejabat

pengguna arrggarar,/ pengguna barxrgmempunyai tugas :

a MenSrusun Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD);

b Men5rusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;

c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja kecuali menerbitkan surat tugas untuk

kepala SKPD Yang bersangftutan;
d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e Melakukan penggjian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h Menand.atangani Surat Perintah Membayar (SPM);

i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungiawab

SKPD yang diPimPinnYa;
j Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggungiawab SKPD yang dipimpinnya;
k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;
1 Mengawasi pelaksa.naan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m Bupati dapat melimpahkan Kewenangan kepada Kepala Satuan

kerja Perangkat Daerah (sKPD)untuk membentuk Panitia

Pemeriksa Barang/ Jasa;

n Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Bupati;
o Bertanggungiawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah;

BAB III...



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor l Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2OL3 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€rng mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Keprdauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 Jrauert 2014

BUPATI KTPULAUAN SANGIITE,

HIRON,UTfi US ROMPAS MAKAGAITSA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 5 JftIuari 2C14

SEXRETAIIIS DAIRAII KABUPATEIT KEPULAUAN SANGIHE,

a

UNLLY ELFIANUS CARRY KUMEITTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KDPULAUAN SANGIHE TAIIUN 2OL4 NOMOR ,


